
BT'PATI KONAWE SELATAIf
PROVINSI SULTWESI TEIT(X}ARA

PERATT'RAIT BI'PATI KOI|AWE SEUITAN
I{OUOR: 4B TAIIT'N 2017

TEITTAITG

RENCA,ITA PEUBAITGTII{AN I(AWASA.T5 PERDESAAIT (RPXP)
xAwAaAN PERDESAAI{ PRTORTTAS NASIONAL (XPPI|} PERTKAITAI{

TT'MBTIH LESTARI

DEI|GAN RAIIUAT TT'HAN YAITG UAHA ESA

BUPATI KOITAWE SELI\TAN,

Menimbang a

c

b

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa

Kabupaten yang mempunyai karakteristik khusus

perlu membuat Rencana Pembangunan dengan skala

kawasan perdesaan dan dalam rangka pelaksanaan

ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinegal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun

2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

bahwa karakteristik Kabupaten Konawe Selatan

adalah daerah daratan dan pesisir yang mempunyai

potensi perikanan yang luas hampir di seluruh

wilayah Kabupaten Konawe Selatan;

hasil musyawarah antar 5 (lima) desa diwilayah

kawasan perikanan tumbuh lestari kecamatan

kolono dan kolono timur yang dilaksanakan pada

bulan Agustus 2O16 dalam rangka penetapan usulan

kawasan perdesaan, potensi unggulan kawasan

perdesan dan rencana pembangunan kawasan

perdesaan dikawasan perikanan ;



d bahwa untuk sinergitas pembangunan di Kawasan

Perdesaan Prioritas Nasional Trrmbuh kstari
tersebut, perlu membuat Rencana Pembangunan

Kawasan Perdesaan Perikanan Budidaya Tahun

2Ol7 -2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati

Konawe Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangann yangn dimaksud

pada point. a, b, c, dan d perlu menetapkan

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas

Nasional (KPPN) Tumbuh kstari Kecamatan Kolono

dan Kolono Timur Kabupaten Konawe selatan tahun

2OL7 -2O2L dengan Peraturan Bupati Konawe

Selatan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3, tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lrmbar Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Mengingat
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5

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

omor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelalsanaan Unda-ng - Undang Nomor 6

Talrun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

- Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentarrg Desa

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona

Tahun 2Ol5-2O19 (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2Ol4 lentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor

2O9al;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036);

6

7

8

9



11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

19 Tahun 2Ol3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033

(lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2O13 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol7 -2022

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2016 Nomor 6) .

13 Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor :

05O.13/ 196 Tahun 2017 tentang Penetapan

Kawasan Perikanan Tumbuh kstari ;

Memperhatikan: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan Nomor : lalDPKP/SKl07 12016

tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan

Perdesaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PzuORITAS

NASIONAL (KPPN) PERIKANAN TUMBUH LESTARI TAHUN

20t7-2021.

BAB I
I{ETENTUAIT T'UUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan

jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

7. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa

yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan

kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui

pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan

tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanzr€ur daerah untuk periode

5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya

disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa

untuk periode 6 (enam) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat

APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah hrsat yang

ditetapkan dengan Undang-Undang.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutrrya

disingkat TKPKP, adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat



13.

daerah dan unsur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan

pembangunan kawasan perdesaan.

Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Pemerintahan Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan

kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau

lembaga swadaya masyarakat.

AAB II
UAI(SUD DAIT TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan

pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah , pemerintah desa ,

masyarakat dan pihak ketiga di kabupaten Konawe Selatan dalam

pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kawasan Perdesaan

Prioritas Nasional (KPPN) Perikanan Tumbuh kstari
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menata ruang

perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antar

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial dan fungsi kawasan sebagai pusat

pengembangan ekonomi masyarakat desa

BAB IU

SIATEUATIKA

Pasal 3

Sistematika RPKP terdiri dari :

a. Pendahuluarr

b. Deskripsi dan Analisis Kawasan Perdesaan

c. Analisis Isu-Isu Strategis

d. Trrjuan, sasaran, Strategi dan Arah

e. Program dan Kegiatan

f. Lampiran



BAB IV

PEITTUSUNAN RPI(P

Pasal 4

(1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dapat

dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah kabupaten dan

lembaga lainnya dan/ atau dilaksanalan secara mandiri oleh Tim

Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten

Konawe Selatan yang ditetapkan dengan Keputusasn Bupati.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur

perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggr.rlan, lembaga

swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

(3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagaimana

dimaksud dalam pasal (21 dijabarkan kedalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDes).

(4) Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) menjadi bagian dari

dokumen RPJMD dan RPJMDes.

BAB V

XTLEUBAGAAIT

Pasal 5

(1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perikanan dilaksanakan oleh Tim

Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).

(2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. Mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan

b. Mengkoordinasikan penyusunan Pembangunan Kawasan Perdesaan

(RPKP)

c. Mennunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal

didelegasikan oleh Bupati; dan

d. Melaksanakan arahaa kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kine{a
pembangunan kawasan perdesaan.



BAB VI

PEITTELEN(X}ARAAN DAI| PEI| DAI{AAI| PEMBANGT'ITAI| I(AWASAIf
PERDEAAAN

Pasal 6

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/ Kabupaten melalui per,

dan/atau BUMDes denga mengikutsertakan masyarakat desa).

(2) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENGEI| DALIA DAIY Ef,IALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah / Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan RPKP.

{2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kegiatal dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan

kawasan perdesaan yang disertai kebutuhan pendanaan yang

dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPKP.

BAB VIII
NEf ENTUA,IT PERALIIIAIf

Pasal 8

Apabila terjadi pergantian pimpinan perangkat daerah, RPKP tetap berlaku

dan tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

bersangkutan.



BAB IV

IIETEITTUAIT PEITUTI'P

Pasal 9

Dokumen RPKP menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan ini
Pasal l0

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo,

Pada tanggal &6 - tZ - 2OL7

TI

NtS€KOA
As{t{"U ll

rA9E ?u
YA'wllaa

-YA.uYY9
(.

,/-,
{,

f, DANGGA
f,obA6 HvhJM

Diundangkan di Andoolo

Pada tanggal 3-? -Le- 2017

SETRETARIS DAERAII

XABUPATEI| KONAWE SEI,ATAN,

SA.IANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SEI"ATAN TAHUN 2017 NOMOR
+B

I

H.

H.



TAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SETATAN
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TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)
KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAT (KPPNI PERIXANAN TUMBUH TESTARI

MATRIKS MULTISEKTOR
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